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PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI 
NARAPIDANA TINDAK PIDANA UMUM1 
 
 
Wildan Achmad Fauzi 
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 
Abstrak 
Pembebasan iBersyarat merupakan isalah satu tujuan idalam sistem pembinaan narapidana yang 
idilaksanakan berdasarkan isistem Pemasyarakatan ibertujuan untuk imempersiapkan 
inarapidana agar dapat iberintegrasi secara sehat idengan masyarakat isehingga berperan 
kembali sebagai ianggota masyarakat iyang bebas dan ibertanggung jawab. Menurut iPeraturan 
Menteri iHukum dan Hak iAsasi Manusia Republik iIndonesia Nomor 03 iTahun 2018 Tentang 
iSyarat dan iTata Cara Pemberian iRemisi, Asimilasi, iCuti Mengunjungi iKeluarga, Pembebasan  
iBersyarat, Cuti iMenjelang Bebas dan iCuti Bersyarat, dilaksanakan iisesuai dengan iasas-asas 
dalam ipenyelenggaraan tugas umum ipemerintahan dan ipembangunan serta iberdasarkan asas 
pengayoman, persamaan iperlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, ipenghormatan 
harkat idan martabat imanusia. Hal ini dilakukan mengingat kehilangan kemerdekaan 
imerupakan satu-satunya ipenderitaan dan iterjaminnya hak untuk itetap berhubungan dengan 
ikeluarga dan iorang-orang tertentu. 
Pembebasan iBersyarat imemberi hak kepada iseorang narapidana untuk imenjalani masa 
ihukuman di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan. Syaratnya ihukuman yang idikenakan ilebih 
dari sembilan iibulan, sudah imenjalani 2/3 masa hukuman, iberkelakuan baik iselama dalam 
masa ipembinaan. Pasal 1 iangka (7) Peraturan Pemerintah iNomor 32 iTahun 1999 menentukan 
ibahwa “Pembebasan Bersyarat iadalah proses pembinaan inarapidana di luar iLapas setelah 
menjalani isekurang-kurang 2/3 masa pidana dari minimal 9 bulan. Namun idemikian, dalam 
ipelaksanaannya tidak isemua narapidana yang telah menjalani 2/3 masa hukuman imemperoleh 
Pembebasan Bersyarat ikarena terdapat berbagai syarat iyang harus dipenuhi dan syarat 
itambahan dari narapidana isendiri. Guna memperolehnya narapidana harus menunjukkan 
ikesadaran dan ipenyesalan atas kesalahan yang dilakukannya serta telah imenunjukkan budi 
pekerti yang baik, imengikuti ikegiatan pembinaan idengan tekun, selama masa pembinaan itidak 
pernah dikenakan ihukuman idisiplin. 
Pelaksanaan ipemberian ipembebasan bersyarat iternyata masih menemui ibeberapa apa 
kendala iatau hambatan ibaik yang sifatnya internal imaupun eksternal idiantaranya adalah: a. 
Prosedur pengusulan pembebasan ibersyarat masih iterlalu rumit dan dinilai imemakan waktu 
yang cukup ilama sehingga untuk mendapatkan ikeputusan pembebasan ibersyarat baik diterima 
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imaupun ditolak imasih sangat lama., b. Tidak iadanya penjamin idari narapidana iyang 
mengajukan pembebasan ibersyarat sehingga proses pengajuan pembebasan bersyarat itidak 
dapat dilakukan, c. Masih adanya inarapidana yang terbukti melanggar ihukuman disiplin di 
tempat iia melaksanakan pembinaan di unit ipelaksana teknis pemasyarakatan sehingga gagal 
mendapatkan ipembebasan ibersyarat, d. Adanya label oleh masyarakat sehingga 
inarapidana yang imendapatkan ipembebasan bersyarat isulit imendapatkan tempat iuntuk 
kembali idalam kehidupan masyarakat iyang sehat. 
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“Crime is eternal-as eternal as 
society”, demikian yang ditulis Frank 
Tannembaum. iDi mana ada manusia di 
isana pula iada kejahatan. Pengertian 
ikejahatan secara iyuridis, berarti : 
“Segala itingkah laku manusia 
iyang dapat dipidana iyang diatur dalam 
hukum pidana, : Made iDarma iWeda, 
1996 hlm. 11” Indonesia merupakan 
negara ihukum seperti yang 
idisebutkan dalam penjelasan Undang-
Undang iDasar Tahun 1945. Hal ini 
imenunjukkan ibahwa segala bentuk 
pelanggaran ihukum yang iterjadi harus 
diproses imelewati aturan ihukum yang 
berlaku yang di dalamnya didasari oleh 
perlindungan ihak asasi manusia. 
Hukuman imerupakan sebuah icara 
untuk mengarahkan isebuah itingkah 
laku agar sesuai idengan itingkah laku 
yang iberlaku isecara umum. 
Dalam bukunya iberjudul Dasar-
dasar iHukum Pidana, PAF Lamintang 
imenjelaskan ibahwa hukum pidana iitu 
juga dapat idibagi menjadi idua bagian, 
yaitu, hukum ipidana umum (algemeen 
istrafrecht) dan ihukum pidana ikhusus 
(bijzonder istrafcrecht). 
Menurut iPAF Lamintang, bahwa 
ihukum pidana iyang diatur di dalam 
KUHP merupakan ihukum pidana 
iumum, karena iketentuan di dalamnya 
iberlaku iuntuk semua orang. 
Sedangkan ihukum pidana khusus, bisa 
idilihat dari peraturan iperundang-
undangan iyang mengatur iketentuan 
pidana idi luar KUHP, misalnya iUU 
Tindak Pidana Korupsi, UU iTindak 
Pidana iPencucian Uang, dan ilainnya. 
Berdasarkan pendapat 
Taliziduhu Ndraha idalam bukunya 
yang berjudul iKybernologi (Ilmu 
Pemerintahan iBaru dan merupakan 
spesialisasi dari ilmu Hukum 
Administrasi Negara) iyang di kutip 
oleh Dindin Sudirman imenyatakan 
ibahwa pelayanan ipemerintahan 
meliputi pelayanan ipublik dan 
pelayanan isipil. Pelayanan ipublik 
adalah ipelayanan yang ibersifat “no 
choise”,  tarifnya iseterjangkau 
mungkin ioleh seluruh  lapisan 
imasyarakat (terutama ilapisan bawah), 
dan merupakan kewenangan 
pemerintah. Sedangkan ipelayanan sipil 
adalah ipelayanan yang isifatnya “no 
price”, biayanya itidak dibebankan 
langsung ikepada orang iyang dilayani, 
melainkan imerupakan kewajiban 
ipemerintah. (hlm. 39-40). 
Menurut ipenjelasan Ndraha 
yang dikutip ioleh Dindin Sudirman 
dalam buku iRefleksi 50 Tahun Sistem 
iPemasyarakatan menjelaskan bahwa 
pelayanan ipublik merupakan 
pelayanan iyang bertujuan untuk 
meningkatkan ikesejahteraan irakyat. 
Dalam ihal ini pelayanan publik 
merupakan ikewenangan pemerintah 
isebagai pelaksana inegara (eksekutif). 
Dengan ipelayanan publik ini, rakyat 
imempunyai ikebebasan iuntuk 
memilih imenggunakan ipelayanan 
publik iatau tidak karena ada 
ikonsekuensi ibiaya yang harus 
idikeluarkan oleh irakyat yang 
imenggunakan ipelayanan publik iini. 
(hlm. 134)    
Pelayanan sipil idiartikan 
sebagai hak, ikebutuhan dasar dan 
tuntutan setiap iorang lepas dari suatu 
ikewajiban yang tidak dijual belikan i 
(diperdagangkan) di pasar. Hal ini 
idikarenakan layanan sipil bersumber 
ipada hak-hak iasasi manusia idalam 
arti perseorangan maupun ihak asasi 
manusia dalam arti imasyarakat. 
Karena ipelayanan sipil imerupakan 
kewajiban imaka akses untuk 
imendapatkan biaya pelayanan 
itersebut harus ibebas biaya (gratis). Di 
iIndonesia, layanan sipil diatur idalam 
ikonstitusi negara. Terdapat 14 i (empat 
belas) layanan isipil yang diamanatkan 
iUndang-Undang iDasar 1945 yaitu : 
1) Nilai hak warga iinegara 
yang tercantum idalam 
pembukaan UUD 1945.  
2) Hak iuntuk merdeka. 





3) Kebebasan imemilih.  
4) Hak iberotonomi. 
5) Keadilan. 
6) Kebersamaan. 
7) Kepastian ihukum. 
8) Hak atas ipekerjaan dan 
ikehidupan yang layak.  
9) Kemerdekaan iberserikat. 
10) Kemerdekaan iberagama.  
11) Hak atas ipengajaran. 
12) Hak pemajuan kebudayaan.  
13) Hak atas ikemakmuran dan 
14) Pemeliharaan ifakir miskin 
dan ianak terlantar. 
Pelayanan yang dilakukan ioleh 
pemasyarakatan iadalah pelayanan sipil 
yang iprinsipnya adalah “no price” 
artinya itidak ada harga sebagai 
ikonsekuensi dari ikewajiban negara 
iterhadap hak-hak warga negara. 
Adapun itujuan dari 
idiselenggarakannya pelayanan sipil ini 
iadalah iuntuk imengakui, melindungi, 
menyelematkan, dan memenuhi ihak 
iasasi imanusia dan lingkungannya  
Prosedur iipembinaan iyang 
iidilakukan iioleh iLembaga 
Pemasyarakatan isalah isatunya 
iiadalah ipemberian iihak inarapidana 
sebagai iiwujud iipelaksanaan 
iketentuan iyang iiberlaku, iyaitu  
Undang-Undang iDasar i1945, 
iiUndang-Undang iNomor i12 iiTahun 
1995 itentang iPemasyarakatan iiPasal 
i14 ibeserta iperaturan pelaksanaan 
idan ipetunjuk iteknisnya. iBerdasarkan 
iketentuan tersebut iinarapidana iyang 
iimenjalani ipidana idi iLembaga 
Pemasyarakatan iidijamin ihaknya 
iioleh inegara. iAdapun ihak-hak 
tersebut imeliputi iRemisi, iAsimilasi 
iiatau iPembebasan iBersyarat ii (PB), 
iCuti iMenjelang iiBebas i(CMB), idan 
iiCuti iBersyarat i(CB) iyang tujuannya 
iuntuk iimendorong iorang iiagar icepat 
ibebas iitetapi itidak mengurangi iinilai-
nilai iipembinaan iiyang iada. 
Prosedur iipembinaan iyang 
iidilakukan iioleh iLembaga 
Pemasyarakatan isalah isatunya 
iiadalah ipemberian iihak inarapidana 
sebagai iiwujud iipelaksanaan 
iketentuan iyang iiberlaku, iyaitu 
iiUndang Undang iDasar i1945, 
iiUndang-Undang iNomor i12 iiTahun 
i1995 tentang iPemasyarakatan iiPasal 
i14 ibeserta iperaturan ipelaksanaan  
dan ipetunjuk iteknisnya. iBerdasarkan 
iketentuan iitersebut iinarapidana yang 
iimenjalani ipidana idi iLembaga 
iiPemasyarakatan iidijamin ihaknya 
oleh inegara. iAdapun ihak-hak 
iitersebut imeliputi iRemisi, iAsimilasi 
atau iPembebasan iBersyarat ii i(PB), 
iCuti iMenjelang iiBebas i(CMB),  dan 
iiCuti iBersyarat i(CB) iyang iitujuannya 
iuntuk iimendorong iorang agar icepat 
ibebas iitetapi itidak imengurangi 
iinilai-nilai iipembinaan yang iada. 
Pembinaan inarapidana iyang 
iidilaksanakan iberdasarkan isistem 
pemasyarakatan ibertujuan iuntuk 
iimempersiapkan inarapidana iagar 
dapat iberintegrasi isecara isehat 
idengan iimasyarakat isehingga 
ikembali berperan isebagai ianggota 
imasyarakat iiyang ibebas idan 
ibertanggung jawab. i 
Menurut iUndang-Undang 
iNomor i12 iTahun i1995 itentang 
Pemasyarakatan iPasal i1 iimenyatakan 
ibahwa iNarapidana iadalah Terpidana 
iyang imenjalani ipidana ihilang 
iikemerdekaan idi iLembaga 
Pemasyarakatan i(Lapas). iPada isuatu 
isaat iinarapidana iitu iakan kembali 
imenjadi iimanusia isebagai ianggota 
iimasyarakat iyang ibaik dan itaat 
ikepada iihukum. 
Oleh ikarena iitu, iuntuk 
iimewujudkan itujuan iipembinaan 
itersebut salah isatu iupaya iiyang 
iidapat iditempuh iiadalah idengan 
imelalui pelaksanaan iPemberian 
iRemisi, iAsimilasi, iCuti iiMengunjungi 
Keluarga, iPembebasan iBersyarat, iCuti 
iMenjelang iiBebas idan iCuti 
Bersyaratat. iBerdasarkan iketentuan 
iPeraturan iMenteri iHukum idan Hak 
iAsasi iManusia iRepublik iIndonesia 
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iiNomor i i03 iTahun i2018 Tentang 
iiSyarat idan iTata iCara iPemberian 
iRemisi, iAsimilasi, iCuti Mengunjungi 
iiKeluarga, iPembebasan i iiBersyarat, 
iCuti iMenjelang Bebas idan iCuti 
iBersyaratat, iditentukan iibahwa 
i“narapidana iatau anak ididik 
iPemasyarakatan iidapat idiberi 
iiremisi, iasimilasi, Pembebasan 
iBersyarat, iCuti iMenjelang iiBebas, 
idan iCuti iiBersyarat, apabila iitelah 
imemenuhi ipersyaratan iiyang iidiatur 
idalam pelaksanaannya. i 
Adanya ipelaku iitindak ipidana 
iyang iidiberikan ipidana ibersyarat dan 
iPembebasan iBersyarat iimemiliki 
iperbedaan iipersyaratan, idimana pada 
ipidana ibersyarat iiterpidana itidak 
ipernah imenjalani ipidananya kecuali 
ijika iia imelanggar iisyarat iumum iatau 
iisyarat ikhusus iyang ditentukan ioleh 
ihakim, isedangkan ipada iiPembebasan 
iBersyarat terpidana iharus iimenjalani 
ipidananya iipaling ikurang idua 
ipertiganya. Pelaksanaan iiPembebasan 
iBersyarat iimerupakan ibagian iidari 
pembinaan iyang iidilakukan iatas 
idasar iipermohonan idari iiterpidana 
dengan imemperhatikan iiketentuan 
iPasal i15 idan iPasal i16 iKUHP, Pasal 
i14 iUndang-Undang iNomor i12 
iTahun i1995 iTentang 
Pemasyarakatan, idan iPeraturan 
iiPemerintah iNomor i31 iTahun i1999 
tentang iPembinaan idan 
iPembimbingan iiWarga iBinaan 
Pemasyarakatan iserta ibeberapa 
iperaturan iipelaksana iilainnya. iJadi 
dalam iihal iini iPembebasan iBersyarat 
iimerupakan isalah isatu itujuan dalam 
isistem iipembinaan inarapidana iyang 
idilaksanakan iberdasarkan sistem 
iiPemasyarakatan ibertujuan iuntuk 
iimempersiapkan inarapidana iagar 
idapat iberintegrasi isecara iisehat 
iidengan imasyarakat isehingga 
berperan ikembali isebagai ianggota 
iimasyarakat iyang iibebas idan 
bertanggung iijawab. iMenurut 
iPeraturan iiMenteri iHukum iidan iHak 
iAsasi iiManusia iRepublik iiIndonesia 
iNomor i03 iTahun i2018 iTentang 
iSyarat idan iTata iCara iiPemberian 
iRemisi, iAsimilasi, iCuti iiMengunjungi 
iKeluarga, iPembebasan i iBersyarat, 
iCuti iMenjelang iBebas idan iCuti 
iiBersyarat, idilaksanakan iisesuai 
idengan iasas-asas dalam 
ipenyelenggaraan iitugas iumum 
iipemerintahan idan pembangunan 
iserta iiberdasarkan iasas 
iipengayoman, ipersamaan perlakuan 
idan iipelayanan, ipendidikan, 
ipembimbingan, ipenghormatan harkat 
idan imartabat imanusia. iHal iini 
iidilakukan imengingat kehilangan 
ikemerdekaan iimerupakan iisatu-
satunya ipenderitaan iidan terjaminnya 
ihak iuntuk iitetap iberhubungan 
iidengan ikeluarga idan orang-orang 
itertentu.  
Berikut ibeberapa contoh kasus 
mengenai pembebasan bersyarat. 
Pertama, Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia iRepublik 
Indonesia imemberikan PB kepada 
Sigid Haryo Wibisono, terpidana kasus 
pembunuhan iDirektur PT. Putra 
Rajawali Banjaran, Nasrudin 
Zulkarnain. Dia idivonis hukuman oleh 
Pengadilan Negeri iJakarta Selatan 
iberupa pidana penjara 15 tahun. Dan  
Sigid sudah imenghirup udara bebas 
isejak 6 September 2015 lalu. Menurut 
penjelasan Kepala Bagian Humas 
iDirjen PAS selama imenjalani masa 
tahanan Sigid telah mendapatkan 
remisi dengan jumlah total sebanyak 43 
ibulan 20 hari. Pihak iKementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 
iRepublik Indonesia memastikan PB 
kepada Sigid dilakukan sesuai dengan 
iprosedur hukum yang berlaku. PB itu 
diberikan dengan landasan bahwa 
iSigid telah menjalani idua per tiga dari 
masa pidana. Kedua, mengenai ikasus 
Pembebasan iBersyarat di Rutan 
Medaeng yang ibermasalah. Tanda-
tanda program ini bermasalah tampak 





dari ipembebasan bersyarat yang 
diberikan kepada dua terpidana kasus 
inarkotika, Jimmy iSutarso (bos PT 
Mekabox) dan Andrianto alias Rudi, 
dimana kedua napi itersebut belum 
imenjalani 2/3 masa ihukumannya. 
Kedua napi ini dibebaskan tanpa isurat 
keterangan dari iKejaksaan Negeri 
Tanjung iPerak Surabaya. Menurut, 
salah seorang sumber di rutan Medaeng 
imengatakan, Andrianto alias Rudi 
memperoleh surat ipembebasan 
bersyarat No. W10.E.02.PK.05.06-559B 
yang ditandatangani iKepala Rutan 
Medaeng S iPrihantara. Dimintai 
konfirmasi di tempat iterpisah, Kepala 
Seksi iPidana Umum Kejaksaan Negeri 
Tanjung iPerak Mochammad Rawi 
imengaku belum ipernah mengeluarkan 
surat iketerangan tidak imempunyai 
perkara lain iterhadap terpidana 
iJimmy Sutarso dan Andrianto. 
Berdasarkan peraturan, pihaknya tidak 
mungkin mengeluarkan isurat 
keterangan pembebasan bersyarat bagi 
kedua terpidana ikarena belum 
menjalani 2/3 masa hukuman. 
Berita-berita di atas 
imenunjukan bahwa PB dapat 
diberikan, jika narapidana telah 
memenuhi ipersyaratan-persyaratan 
yang telah ditetapkan oleh iperundang-
undangan. Syarat-syarat itersebut yakni 
syarat substantif dan isyarat 
administratif. Selain iitu pembebasan 
bersyarat dapat idicabut, jika 
narapidana iyang bersangkutan 
melakukan tindak pidana ikembali 
selama menjalani ipembebasan 
bersyarat. 
Hal yang terkait dalam 
ipenelitian ini adalah ipelayanan sipil. 
Pelayanan sipil adalah pelayanan yang 
isifatnya “no price”, biayanya tidak 
dibebankan langsung kepada orang 
yang dilayani, melainkan merupakan 
kewajiban ipemerintah untuk 
memberikan pelayanan terhadap hak-
hak warga negara. Secara umum,  
narapidana menginginkan pelayanan 
yang sama sesuai dengan permasalahan 
dan kebutuhan dari aparatur 
pemerintah. Dengan demikian maka 
pelayanan merupakan implementasi 
daripada hak dan kewajiban antara 
negara/pemerintah dan masyarakat 
yang harus diwujudkan secara 
berimbang dalam penyelenggaan 
ipemberian pelayanan oleh aparatur 
negara/pemerintah. Karena bukan 
menjadi rahasia lagi, bahwa pelayanan 
di negeri ini memiliki konotasi yang 
negatif, seperti lamban, mahal, dan 
banyaknya ketidakjelasan.  
Adapun program PB ini untuk 
persiapan mental mereka dalam 
menghadapi korban, keluarga maupun 
masyarakat sekitarnya dalam 
memulihkan kembali keretakan 
hubungannya. Selain itu hal ini dapat 
mengatasi suatu permasalahan yang 
terjadi di seluruh Lembaga 
Pemasyarakatan di Indonesia yaitu over 
kapasitas. Hal ini diperlukan adanya 
upaya untuk mewujudkan kualitas 
pelayanan PB  dalam memenuhi hak 
dari setiap warga binaan 
pemasyarakatan. 
Secara fakta yang berada di 
lapangan terdapat hasil observasi 
lapangan yang ditemukan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 
tanggal 17 Februari 2015. Yakni dengan 
hasil temuan terdapat 
ketidakterbukaan informasi mengenai 
PB. 
“Dari hasil observasi lapangan, 
ditemukan empat aspek sebagai 
kelemahan mendasar yang menurut KPK 
sangat berpengaruh terhadap kualitas 
layanan yang diberikan Lembaga 
Pemasyarakatan. Salah satunya adalah 
Rendahnya tingkat keterbukaan 
informasi tentang mekanisme 
pemberian asimilasi, pembebasan 
bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti 
bersyarat...” 
Melihat begitu banyak masalah 
dalam hal pelayanan yang diberikan hal 
ini dapat mempengaruhi iharapan yang 
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berupa kepuasan yang dirasakan oleh 
narapidana. Pelayanan yang baik itu 
dapat memberikan kepuasan pada 
narapidana. Apabila narapidana puas 
maka akan memberikan komentar yang 
baik atas pelayanan petugas. 
Dengan mengoptimalkan 
pelaksanaan ipemberian program 
Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana 
dapat imampu menanggulangi 
permasalahan over kapasitas serta 
meningkatkan pelayanan terhadap hak-
hak narapidana yang pada saat ini 
penulis berfokus pada pemberian hak 
pembebasan bersyarat bagi narapidana. 
Namun tidak semua narapidana resmi 
mendapatkan program Pembebasan 
Bersyarat, karena dipengaruhi oleh 
beberapa faktor tertentu, misalnya 
tidak terpenuhinya syarat substantif 
yaitu dari diri narapidana sendiri dan 
syarat administratif (termasuk juga 
faktor pelayanannya), antusias 
narapidana masih dalam imengikuti 
program ipembebasan bersyarat serta 




 Pada Ipenelitian Iini 
Ipenulis Imenggunakan Ijenis 
Ipenelitian Istudi Ikasus. IMenurut 
IBuku IMetodologi IPenelitian Ioleh 
IWiratna ISujarweni I(2014) 
Imenjelaskan Ibahwa: 
“Studi Ikasus Imerupakan 
Ipenelitian Imengenai Imanusia, Idapat 
Isuatu Ikelompok, Iorganisasi Imaupun 
Iindividu, Iperistiwa, Ilatar Isecara 
Imendalam, Itujuan Idari Ipenelitian Iini 
Imendapatkan Igambaran Iyang 
Imendalam Itentang Isuatu Ikasus Iyang 
Isedang Iditeliti.” 
  IPada Ipenelitian Iini 
Ipenulis Iakan Imeneliti Idan 
Imemperoleh Iinformasi Itentang 
Ipelaksanaan Ipemberian Ihak 
Ipembebasan Ibersyarat Ibagi 
Inarapidana, Idan Ifaktor Iapa Isaja 
Iyang Imenghambat Ipelaksanaan 
Ipemberian Ihak Ipembebasan 
Ibersyarat. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Pelaksanaan pemberian 
hak pembebasan bersyarat 
bagi narapidana tindak 
pidana umum. 
Pembebasan iBersyarat 
imemberi ihak ikepada iseorang 
inarapidana iuntuk menjalani imasa 
ihukuman idi iluar itembok iLembaga 
iPemasyarakatan. iSyaratnya hukuman 
iyang idikenakan ilebih idari isembilan 
ibulan, isudah imenjalani i2/3 masa 
ihukuman, iberkelakuan ibaik iselama 
idalam imasa ipembinaan. iPasal i1 
angka i(7) iPeraturan iPemerintah 
iNomor i32 iTahun i1999 imenentukan 
ibahwa i“Pembebasan iBersyarat 
iadalah iproses ipembinaan 
inarapidana idi iluar iLapas setelah 
imenjalani isekurang-kurang i2/3 
imasa ipidana idari iminimal i9 ibulan. 
Namun idemikian, idalam 
ipelaksanaannya itidak isemua 
inarapidana iyang itelah menjalani i2/3 
imasa ihukuman imemperoleh 
iPembebasan iBersyarat ikarena 
terdapat iberbagai isyarat iyang iharus 
idipenuhi idan isyarat itambahan idari 
narapidana isendiri. iGuna 
imemperolehnya inarapidana iharus 
imenunjukkan kesadaran idan 
ipenyesalan iatas ikesalahan iyang 
idilakukannya iserta itelah 
menunjukkan ibudi ipekerti iyang ibaik, 
imengikuti ikegiatan ipembinaan 
idengan tekun, iselama imasa 
ipembinaan itidak ipernah idikenakan 
ihukuman idisiplin. Menurut iPasal i43 
iPeraturan iPemerintah iNomor i32 
iTahun i1999 ipada intinya bahwa 
isetiap inarapidana idan ianak ididik 
ipemasyarakatan ikecuali ianak isipil, 
berhak imendapatkan iPembebasan 
iBersyarat. iPembebasan iBersyarat 
itersebut diberikan iapabila itelah 
imemenuhi ipersyaratan isebagai 
iberikut: i 





1) Telah imenjalani imasa 
ipidana isekurangkurangnya 
i2/3 i(dua iper itiga) idengan 
iketentuan i2/3 i(dua iper 
itiga) imasa ipidana itersebut 
itidak ikurang idari i9 
i(sembilan) ibulan. i 
2) Berkelakuan ibaik iselama 
imenjalani imasa ipidana 
isekurang-kurangnya i9 
i(sembilan) ibulan iterakhir 
idihitung isebelum itanggal 
i2/3 i(dua iper itiga) imasa 
ipidana. i 
Pengajuan iPembebasan 
iBersyarat idilakukan ioleh iKepala 
iLembaga Pemasyarakatan isetelah 
imempelajari ipenelitian 
ikemasyarakatan i(Litmas) idari Balai 
iPemasyarakatan i(Bapas) imemuat 
imaksud iyang ijelas isesuai ipetunjuk 
pelaksanaan/pentunjuk iteknis 
iBimbingan iKlien iPemasyarakatan. 
iLitmas iyang dibuat ioleh ipetugas 
iLembaga iPemasyarakatan/Rumah 
iTahanan iNegara i(yang bertindak 
isebagai iPembimbing 
iKemasyarakatan). iNarapidanai iyang 
idikabulkan permohonan iPembebasan 
iBersyaratnya iharus imenjalin imasa 
ipercobaan, iyaitu selama isisa 
ipidananya iyang ibelum idijalani 
iditambah i1 i(satu) itahun. iMasa 
percobaan iini imerupakan imasa 
iperalihan idari ikehidupan iyang iserba 
iterbatas menuju ikehidupan ibebas 
isebagai iwarga iyang ibaik idan 
ibertanggung ijawab. 
Dalam ipelaksanaannya 
menurut permenkumham nomor 3 
tahun 2018 tentang syarat dan tata 
icara pemberian remisi asimilasi cuti 
mengunjungi keluarga pembebasan 
bersyarat icuti menjelang bebas dan 
cuti bersyarat, tata cara pemberian 
ipembebasan bersyarat pada pasal 94 
dijelaskan bahwa pemberian 
ipembebasan bersyarat dilaksanakan 
melalui sistem iinformasi 
pemasyarakatan yang saat ini disebut 
secara sistem database 
ipemasyarakatan atau SDP iyang 
dikelola oleh unit pelaksana teknis 
pemasyarakatan melalui ijaringan 
internet atau online kemudian SDP 
iiniterintegrasi iantara unit pelaksana 
teknis pemasyarakatan ikantor wilayah, 
dengan idirektorat jenderal 
pemasyarakatan. 
Setelah inarapidana yang 
bersangkutan itelah memenuhi syarat 
untuk mendapatkan ipembebasan 
bersyarat sesuai idengan peraturan 
tersebut unit pelaksanaan iteknis akan 
imelakukan pengajuan permohonan 
pembebasan ibersyarat untuk 
inarapidana yang bersangkutan iyang 
bersangkutan ikarena telah memenuhi 
persyaratan.  
Dalam hal ini kepala unit 
pelaksana iteknis pemasyarakatan 
iakan menyetujui usul pemberian 
ipembebasan bersyarat yang telah 
melalui sidang dari tim ipengamat 
pemasyarakatan atas usulan pemberian 
ipembebasan ibersyarat kepada 
direktur ijenderal dengan tembusan 
kepada ikepala kantor iwilayah. 
Kepala ikantor wilayah 
selanjutnya iakan melakukan iverifikasi 
tembusan iunsur pemberian 
ipembebasan ibersyarat sesuai idalam 
pasal 96 ayat 2 ipermenkumham 
inomor 3 tahun 2018 iyaitu ipaling lama 
terhitung 3 hari isejak tanggal usul 
ipembebasan bersyarat iditerima dari 
kepala iunit pelaksana iteknis 
pemasyarakatan iyang mengajukan 
pembebasan ibersyarat titik yang 
ikemudian hasil iverifikasi usulan 
pembebasan ibersyarat tersebuti 
sebagaimana dimaksud diatas iakan 
disampaikan ioleh kepala kantor 
iwilayah kepada direktur ijenderal 
pemasyarakatan. 
Selanjutnya iDirektur jenderal 
ipemasyarakatan akan melakukan 
verifikasi usul ipemberian pembebasan 
ibersyarat isebagaimana yang 
dimaksud ipasal 96 ayat 2 
Wildan Achmad Fauzi 




Permenkumham inomor 3 tahun 2018 
yaitu paling ilama 3 hari terhitung sejak 
itanggal surat pemberian pembebasan 
ibersyarat yang diterima oleh ikepala 
unit pelaksana teknis. Apabila iterdapat 
perbaikan direktur ijenderal 
pemasyarakatan akan mengembalikan 
iusul dari pemberian ipembebasan 
bersyarat kepada kepala unit 
ipelaksana teknis untuk dilakukan 
iperbaikan sebagaimana mestinya 
dengan itembusan kepala ikantor 
wilayah. kepala unit pelaksana iteknis 
wajib imelakukan perbaikan iusul 
pemberian pembebasan bersyarat 
ipaling lama i3 hari sejak itanggal 
pengembalian usul idari direktorat 
jenderal ipemasyarakatan. Hasil 
iperbaikan pemberian ipembebasan 
ibersyarat akan idisampaikan ikembali 
oleh kepala iunit pelaksana iteknis 
kepada idirektur jenderal iuntuk 
mendapatkan ipersetujuan dengan 
itembusan kepala ikantor wilayah. 
Apabila direktur jenderal 
pemasyarakatan telah menyetujui usul 
pemberian pembebasan bersyarat 
maka direktur jenderal atas nama 
menteri akan imenetapkan keputusan 
ipemberian pembebasan bersyarat. 
Keputusan ipemberian ipembebasan 
bersyarat akan disampaikan kepada 
ikepala unit pelaksana teknis yang 
mengajukan untuk idiberitahukan 
kepada narapidana iyang bersangkutan 
idengan tembusan kepada ikepala 
kantor wilayah. Keputusan ininama 
imenteri hukum dan hak iasasi manusia. 
2. Faktor penghambat 
pelaksanaan pemberian 
hak pembebasan 
bersyarat bagi narapidana 
tindak pidana umum 
Pelaksanaan iPembebasan 
iBersyarat sudah iberjalan dengan  
cukup baik, namun masih dijumpai 
isuatu hal yang imenghambat  dalam 
pelaksanaannya. Berdasarkan hasil 
wawancara dari iPegawai Unit 
Pelaksana Teknis iPemasyarakatan, 
Pengamatan oleh penulis serta  
berdasarkan  idokumen-dokumen  yang  
dimiliki, dan ditemukannya beberapa 
faktor penghambat ipelaksanaan 
Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana 
sebagai berikut : 
a. Peraturan perundang-
undangan 
Dalam proses pengajuan iatau 
pengusulan pembebasan bersyarat 
terlalu rumit dan imemakan waktu yang 
lama isampai narapidana yang 
bersangkutan mendapatkan keputusan 
baik itu diterima maupun ditolak, 
sehingga muncul irasa gelisah dalam 
diri narapidana yang ibersangkutan 
ketika menunggu ihasil keputusan dari 
ipengajuan pembebasan bersyarat. 
b. Tidak adanya Penjamin 
dari Narapidana 
Narapidana yang ingin 
mengajukan ipembebasan bersyarat 
haruslah imemiliki penjamin isebagai 
syarat dari pengajuan pembebasan 
ibersyarat namun banyak ikasus yang 
ditemukan di lapangan bahwa penjamin 
ibukan berasal dari keluarga 
narapidana itu isendiri sehingga 
menyulitkan dalam proses pengawasan 
iapabila narapidana melanggar disiplin 
dari pembebasan bersyarat nya. 
c. Narapidana Terkena 
Pelanggaran Disiplin 
Narapidana yang ibersangkutan 
telah iterbukti melakukan pelanggaran 
idisiplin di dalam lembaga 
ipemasyarakatan sehingga tidak 
idiperkenankan cara iaturan yang 
berlaku untuk mendapatkan 
pembebasan ibersyarat. 
d. Timbulnya Stigma 
iNegatif masyarakat ikepada 
Narapidana iyang mendapatkan 
iPembebasan iBersyarat 
Masyarakat isebagai tempat 
ikembalinya narapidana yang 
mendapatkan pembebasan ibersyarat 
dalam kehidupan sosial, masih 
memberi stigma negatif dan rasa 
kurang percaya terhadap narapidana 





yang bersangkutan karena dinilai 
sebagai mantan penjahat yang bisa 
melakukan kejahatannya kembali 
isewaktu-waktu karena imasyarakat 
menilai ilembaga pemasyarakatan tidak 
membuat jiera bagi narapidana iyang 
telah mendapatkan pembinaan idi sana. 
 
SIMPULAN 
Berdasarkan ihasil ipenelitian 
iyang idilakukan ioleh ipenulis 
mengenai pelaksanaan ipemberian ihak 
ipembebasan ibersyarat ibagi 
narapidana itindak pidana iumum, 
ipenulis imenyimpulkan ibahwa: 
1. Pelaksanaan ipemberian 
ipembebasan ibersyarat isejauh iini 
dianggap itelah berhasil ikarena ina 
iyang iditetapkan ioleh peraturan 
menteri ihukum idan ham inomor i3 
itahun i2018 itentang isyarat dan itata 
icara ipemberian iremisi asimilasi, icuti 
imengunjungi keluarga, ipembebasan 
ibersyarat icuti imenjelang bebas idan 
icuti bersyarat, idapat idijalankan 
idengan ibaik ioleh unit pelaksana 
teknis ipemasyarakatan. 
2. Pelaksanaan pemberian 
pembebasan bersyarat ternyata masih 
menemui beberapa apa kendala atau 
hambatan baik yang sifatnya internal 
maupun eksternal diantaranya adalah: 
a. Prosedur pengusulan 
pembebasan bersyarat masih terlalu 
rumit dan dinilai memakan waktu yang 
cukup lama sehingga untuk 
mendapatkan keputusan pembebasan 
bersyarat baik diterima maupun ditolak 
masih sangat lama. 
b. Tidak adanya penjamin 
dari narapidana yang mengajukan 
pembebasan bersyarat sehingga proses 
pengajuan pembebasan bersyarat tidak 
dapat dilakukan. 
c. Masih adanya narapidana 
yang terbukti melanggar hukuman 
disiplin di tempat ia melaksanakan 
pembinaan di unit pelaksana teknis 
pemasyarakatan sehingga gagal 
mendapatkan pembebasan bersyarat. 
d. Adanya label oleh 
masyarakat sehingga narapidana yang 
mendapatkan pembebasan bersyarat 
sulit mendapatkan tempat untuk 
kembali dalam kehidupan masyarakat 
yang sehat. 
Saran 
Setelah melakukan penelitian 
terhadap Pelaksanaan Pemberian 
Pembebasan    Bersyarat, penulis 
mencoba memberikan saran-saran 
sebagai bahan evaluasi, yaitu : 
1. Perlunya profesionalisme 
dari petugas pemasyarakatan untuk 
meningkatkan pelayanan dan kualitas 
dalam melaksanakan proses pembinaan 
dan pemberian hak narapidana. 
2. Perlu adanya sosialisasi 
hingga tingkat masyarakat mengenai 
narapidana yang telah mendapatkan 
pembinaan telah berubah menjadi lebih 
baik dan siap untuk hidup kembali di 
tengah masyarakat sehingga 
masyarakat tidak perlu 
mengkhawatirkan hal-hal yang tidak 
diperlukan. 
3. Mempercepat proses 
administrasi agar tidak terlalu lama 
dalam menunggu hasil dari pengajuan 
pembebasan bersyarat karena sudah 
dilakukan secara online atau berbasis 
aplikasi SDP. 
Perlunya koordinasi antar 
instansi instansi terkait agar terjadi 
hubungan yang harmonis dan dan 
kooperatif sehingga mempermudah 
proses birokrasi administrasi sehingga 
terciptanya kecepatan dalam proses 
pemberian pembebasan bersyarat baik 
dari kepolisian maupun dari 
masyarakat tempat narapidana akan 
menjalani pembebasan bersyarat. 
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